
 

 
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

KOTA PALEMBANG 

                                         NOMOR : ${nomor_naskah} 

  

TENTANG 

DAFTAR INFORMASI PUBLIK 

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG 
TAHUN 2026 

 
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

KOTA PALEMBANG 
 

 

MENIMBANG :  Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat 2 Huruf c 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik, perlu    menetapkan Daftar Informasi Publik 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2026 

  

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2826);  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 99); 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 

2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan 

Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 

2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17); 

MENGINGAT :
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4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar 

Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu 

dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 189); 

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 741) 

MEMUTUSKAN 

 

MENETAPKAN  :  Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota 

Palembang Tentang Daftar Informasi Publik Bawaslu Kota Palembang 

Tahun 2026

PERTAMA 

 

 

 

 

KEDUA 

:  Menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Kota Palembang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang ini. 

:  Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam dictum Pertama 

terdiri atas : 

a. Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 

b. Informasi yang Wajib diumumkan secara serta merta; dan 

c. Informasi yang Wajib disediakan tersedia setiap saat. 

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan  

ketentukan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 

 
Ditetapkan di : Palembang 

Tanggal : ${tanggal_naskah} 
 

     KETUA, 
 
 
 

           ${ttd_pengirim} 
 
 
 

            KHAIRIL ANWAR SIMATUPANG 

 
Tembusan 

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel di Palembang 

2. .Arsip 

15 Juli 2026

${ttd}
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Lampiran I 

Nomor : ${nomor_naskah} 

Tanggal : ${tanggal_naskah} 

 
DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026 BAWASLU KOTA PALEMBANG 

 
INFORMASI BERKALA - 

No Ringkasan isi lnformasi 
Unit Kerja yang Menguasai 

lnformasi 
Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan lnfonnasi 

Waktu Pembuatan 

lnformasi 

Bentuk lnformasi Yang Tersedia 
Jangka Waktu Penyimpanan 

Hardcopy Softcopy 

I. lnformasi Yang Berkaltan Dengan Profil Bawaslu 

1 Alamal Lengkap Humas dan Datin Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesual dengan retensi ars ip 

2 Vis i dan Misi Humas dan Datin Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesual dengan retensi ars ip 

3 Tugas dan Wewenang Humas dan Datin Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesual dengan retensi ars ip 

4 Struktur Organisasi Humas dan Datin Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesual dengan retensi ars ip 

5 Profil Singkat Ketua dan Anggota Bawaslu Humas dan Datin Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesual dengan retensi ars ip 

6 Profil Singkat Sekrelariat Humas dan Datin Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesual dengan retensi ars ip 

7 Hukum Bawaslu Palembang Humas dan Datin Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesual dengan retensi ars ip 

II. lnformasi Yang Berkaitan Dengan Profil Bawaslu 
 Nihil - - - - - - 

III. lnformasi Mengenai Keuangan 

1 Laporan BMN 2023 Admlnistrasi Adminlstras l Keuangan 2024 V - Sesuai dengan retensi ars ip 

2 Laporan BMN 2024 Administrasl Admlnistrasl Keuangan 2025 V - Sesuai dengan retensi arslp 
IV. lnformasl Mengenai Organlsasi Admlnlstrasl, dan Kepegawalan 

1 lnformasl Kepegawaian 2025 Administrasl Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat 2026 V V Sesuai dengan retensi arsip 

2 Pedoman Pengelolaan Organisasi Administrasl Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat 2020 V - Sesuai dengan retensi arsip 

3 Laporan LHKPN Administrasl Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat 2024 V - Sesuai dengan retensi arsip 

4 Listing Barang Milik  Negara Tahun 2023 Adminis lrasl Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat 2024 V - Sesuai dengan retensi arsip 

5 Listing Barang Mllik  Negara Tahun 2024 Adminlstrasl Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat 2025 V - Sesuai dengan retensi arsip 

6 Laporan Monitoring dan Evaluasl Implementasi Reformasi Admlnistrasl Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat 2024 V - Sesuai dengan retensi arsip 

V. lnformasi Mengenal Pelayanan Informasl Publlk 

1 Laporan Tahunan Pelayanan lnformasi 2025 Humas dan Datin Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesuai dengan retensi arsip 

2 lnformasi Hak dan Kewajiban Pemohon lnformasi Humas dan Datin Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesuai dengan retensi ars ip 

3 lnformasi Hak dan Kewajiban Bawaslu Dalam Pelayanan lnformasi Humas dan Datin Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesuai dengan retensi arsip 

4 lnformasi Mengenai Tata Cara Memperoleh lnformasi Publik Humas dan Datin Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesuai dengan retensi arsip 

5 lnformasi Mengenai Jadwal Waktu Pelayanan lnformasi Humas dan Datin Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesuai dengan retensi arsip 

6 
lnformasi Mengenai Tata Cara Memperoleh 

Prosedur Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu/Pemllihan 
Penanganan Pelanggaran Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesuai dengan retensi arsip 

7 
lnformasi Mengenai Tata Cara Prosedur Pengajuan Keberatan 

dan Proses Penyelesaian Sengketa lnformasi Publlk  Humas dan Datin Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesuai dengan retensi arsip 

8 Daftar lnformasl Publik  2025 Humas dan Datin Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesuai dengan retensi arsip 
VI. lnformasi Mengenai Pengawasan Pemllu 

1 Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Pengawasan Kordiv Pengawasan, Humas dan Parmas 2024 V - Sesuai dengan retensi arsip 

VII. lnformasi Mengenai Pengawasan Pllkada Serentak 2024 

1 Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Tahun 2024 Pengawasan Kordiv Pengawasan, Humas dan Parmas 2024 V - - 

VII. lnformasi Hasll Penelitian 

1 Peta Kerawanan Pllkada Serentak 2024 Pengawasan Kordiv Pengawasan, Humas dan Parmas 2024 V - Sesuai dengan retensi arsip 

2 lndeks Kerawanan Pilkada 2024 Pengawasan Kordiv Pengawasan, Humas dan Parmas 2024 V - Sesual dengan retensi arsip 

INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT 

No Rlngkasan Isl lnformasi 
Unit Kerja yang Menguasai 

lnformasi 
Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbltan lnformasi 

Waktu Pembuatan 

lnformasi 

Bentuk lnformasl Yang Tersedia 
Jangka Waktu Penyimpanan 

Hardcop Softcopy 

I. lnformasi Yang Berkaitan Dengan Profil Bawaslu 

1 Alamat Lengkap Humas dan Datin Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesual dengan retensl ars lp 

2 Vis i dan Misi Humas dan Datin Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesual dengan retensl ars lp 

3 Tugas dan Wewenang Humas dan Datin Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesual dengan retensl ars lp 

4 Struktur Organisasi Humas dan Datin Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesual dengan retensl ars lp 

5 Profil Singkat Ketua dan Anggota Bawaslu Humas dan Datin Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesual dengan retensl ars lp 

6 Profil Singkat Sekretariat Humas dan Datin Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesual dengan retensl ars lp 

7 Hukum Bawaslu Palembang Humas dan Datin Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesual dengan retensl ars lp 
II. lnformasl Yang Berkaitan Dengan Profil Bawaslu 

1 Form Permohonan lnformasi Humas dan Datin Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesuai dengan retensl arslp 

2 lnformasi Hak dan Kewajlban Pemohon lnformasi Humas dan Datin Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesuai dengan retensl arslp 

3 lnformasl Hak dan Kewajiban Bawaslu Dalam Pelayanan Informasi Humas dan Datin Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesuai dengan retensl arslp 

4 lnformasi Mengenai Tata Cara Memperoleh Informasi Publik Humas dan Datin Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesuai dengan retensl arslp 

5 lnformasl Mengenal Jadwal Waktu Pelayanan Informasi Humas dan Datin Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesuai dengan retensl arslp 

6 
lnformasi Mengenai Tata Cara Memperoleh 

Prosedur Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan Humas dan Datin 
Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 

2026 V V 
Sesuai dengan retensl arslp 

7 
lnformasi Mengenai Tata Cara Prosedur Pengajuan Keberatan 

dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik  
Humas dan Datin 

Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 
2026 V V 

Sesuai dengan retensl arslp 

8 SK PPID Tahun 2025 Humas dan Datin Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V V Sesuai dengan retensl arslp 
III. lnformasl Kegiatan dan Kinerja Bawaslu 
 Nihil       

IV. lnformasl Mengenal Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan 
 Nihil       

V. lnformasl Tentang Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian 

1 lnformasi Kepegawaian 2026 Administrasl Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat 2026 V V Sesuai dengan retensl arslp 

2 Pedoman Pelaporan Dugaan Pelanggaran Oleh Masyarakat Penanganan Pelanggaran Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2020 V V Sesuai dengan retensl arslp 

3 Pedoman Tata Tertib Pegawai Administrasl Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat 2020 V V Sesuai dengan retensl arslp 

4 Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Bawaslu Administrasl Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat 2025 V V Sesuai dengan retensl arslp 

INFORMASI SERTA MERTA 

No 
Rlngkasan Isl lnformasl Unit Kerja yang Menguasal 

lnformasl 
Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbltan lnformasl 

Waktu Pembuatan 

lnformasl 

Bentuk lnformasl Yang Tersedia 
Jangka Waktu Penylmpanan 

Hardcopy Softcopy 

1 Jumlah Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Penanganan Pelanggaran Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2020 V - Sesuai dengan retensi ars ip 

2 Jumlah Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2019 Penanganan Pelanggaran Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2020 V - Sesuai dengan retensi ars ip 

3 Jumlah Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 Penanganan Pelanggaran Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V - Sesuai dengan retensi ars ip 

4 Jumlah Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024 Penanganan Pelanggaran Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan lnformasi 2026 V - Sesuai dengan retensi ars ip 

 

KETUA 

 
                                                         

                        
 
 

KHAIRIL ANWAR SIMATUPANG 

51/HK.01.01/K.SS-16/07/2026
15 Juli 2026
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